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Abstract: Notary Profession, as law enforcement, requires 
a responsibility, either individually or socially. Because of 
its very fundamental position, in performing its duty to 
make an authentic deed, a notary must perform the 
provisions contained in the Law of Notary, in addition to 
being honest, thorough, independent, impartial and 
guarding the interests of the parties concerned in legal 
action, so it must act carefully, meticulously, and 
thoroughly in carrying out procedures in making an 
authentic deed. Otherwise, it will result in an authentic 
deed not having a perfect verifying force value (volledig) 
and binding (bindende), or the degradation of its 
evidentiary power or it may be void, commonly called an 
authentic deed with a juridical defect. As a public official, a 
Notary is authorized to create an authentic deed, which can 
be held responsible for his conduct. The responsibility of a 
Notary as a Public Official includes the responsibility of the 
Notary profession itself relating to the deed. In relation to 
its authority the Notary may be held responsible for his 
deeds in making authentic deeds. The forms of 
responsibility of a notary are: (1) the responsibility of a 
notary publicly, (2) a criminal notary's responsibility, (3) a 
notarial responsibility based on a notary regulation, and (4) 
a notarial responsibility under the Notary Code of Ethics 
 
Abstrak: Profesi Notaris, selaku penegak hokum, 
memerlukan suatu tanggung jawab, baik secara individu 
maupun secara sosial. Karena posisinya yang sangat 
fundamental, maka dalam melaksanakan tugasnya 
membuat akta otentik, seorang notaris harus menjalankan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang 
Jabatan Notaris. Seorang Notaris diwajibkan untuk 
bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan 
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menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan 
hukum, sehingga harus bertindak hati-hati, cermat, dan 
teliti dalam menjalankan prosedur dalam membuat akta 
otentik. Jika tidak maka mengakibatkan suatu akta otentik 
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 
sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), atau 
terdegradasinya kekuatan pembuktiannya atau bisa juga 
batal, yang biasa disebut dengan akta otentik yang 
mempunyai cacat yuridis. Sebagai pejabat umum, Notaris 
berwenang membuat akta otentik, yang tentunya dapat 
dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut. 
Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi 
tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang 
berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan 
kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung 
jawab atas perbuatannya dalam membuat akta oetentik. 
Bentuk tanggungjawab notaris adalah: (1) tanggungjawab 
notaris secara perdata, (2) tanggungjawab notaris secara 
pidana, (3) tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan 
jabatan notaris, dan (4) tanggungjawab notaris 
berdasarkan Kode Etik Notaris 
 




Pada prinsipnya, manusia diciptakan bebas dan 
sederajat, di mana masing-masing mempunyai kepentingan 
sendiri. Dalam konteks interaksi dalam masyarakat dan 
perbedaan kepentingan inilah diperlukan adanya aturan, 
norma atau kaidah, yang merupakan jelamaan dalam upaya 
mencapai harmonisasi kehidupan.1 Aturan, norma atau 
kaidah inilah awal mula munculnya hukum. Oleh karena itu, 
bisa dikatakan “ada masyarakat ada norma hokum” (ubi 
societas ibi ius), yang menurut Cicero, harus mengacu pada 
                                                        
1 Ellya Rosana, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat,” Jurnal TAPIs 9, no. 1 
(Juni 2013): 99. 
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penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat 
manusia.2 
Pada hakikatnya para penegak hukum, yang terdiri 
dari hakim, jaksa, notaris, dan polisi, adalah para pembela 
kebenaran dan keadilan.3 Dalam konteks ini juga terjadi 
pada profesi Notaris. Profesi Notaris memerlukan suatu 
tanggung jawab, baik secara individu maupun secara sosial. 
Terutama ketaatan profesi notaris pada norma-norma 
hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik 
profesi. Bahkan hal itu merupakan suatu kewajiban, 
sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang 
sudah ada.4 
Oleh karena itu, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 
1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris, Habib Adjie menayatakan bahwa notaris adalah 
pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu 
peraturan umum atau oleh yang berkepentingan 
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. 
Juga, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 
dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. Semuanya 
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum 
tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau 
orang lain.5 
Dari sini muncullah dua istilah, yaitu akta notaris dan 
akta otentik. Definisi yuridis dari akta notaris terdapat 
dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 
                                                        
2 Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang 
Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu,” Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 
(Februari 2012): 188. 
3 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 145. 
4 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana 
(Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1995), 4. 
5 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika Aditama, 2008), 13. 
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tentang Jabatan Notaris, bahwa “akta Notaris adalah akta 
otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut 
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
ini”. Sedangkan definisi yuridis dari akta otentik terdapat 
dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(BW), bahwa: “Suatu akta otentik ialah akta yang di dalam 
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 
akta itu dibuat”. 
Dengan memperhatikan Pasal 1868 KUHPerdata 
maka bisa dipahami, bahwa suatu akta dinyatakan sebagai 
akta otentik, bukan karena penetapan oleh undang-undang, 
akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang 
pejabat umum. Sehingga, otentisitas dari akta Notaris karena 
Notaris merupakan “pejabat umum”. Atau dengan perkataan 
lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, 
bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, 
akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat 
umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 
KUHPerdata.6 
Keberadaan dari akta otentik adalah terkait dengan 
dua hal. Pertama terkait dengan Pasal 1866 KUHPerdata 
tentang pembuktian di muka pengadilan, di mana bahwa 
alat bukti tulisan terletak pada urutan pertama. Oleh 
karenanya jenis surat atau akta memiliki peran yang sangat 
penting dalam perkara perdata. Pembuktian dengan tulisan 
dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan 
tulisan-tulisan di bawah tangan.7 
Kedua terkait dengan kelebihan dari akta otentik, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata, bahwa 
akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna 
(terkuat) tentang apa yang termuat didalamnya, sepanjang 
                                                        
6 Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya 
Mempergunakan Identitas Palsu,” 188. 
7 M. Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum 
Acara Perdata Setengah Abad (Jakarta: Swa Justitia, 2005), 157. 
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berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Atau, bahwa 
suatu akta otentik ialah mempunyai kekuatan pembuktian 
yang lengkap. Bukti lengkap adalah bukti yang dapat 
menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabulkan 
akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa 
mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang 
kebalikannya. 
Karena posisinya yang sangat fundamental, maka 
dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, 
seorang notaris harus menjalankan ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris. 
Seorang Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, 
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak 
yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris. 
Oleh sebab itu, Notaris harus bertindak hati-hati, cermat, 
dan teliti dalam menjalankan prosedur dalam membuat akta 
otentik.8 
Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno 
Mertokusumo, bahwa kekuatan pembuktian sempurna yang 
terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan 
dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang 
terdapat padanya.9 Ketiadaan salah satu kekuatan 
pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan 
mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai 
kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan 
mengikat (bindende). Istilah lain adalah terdegradasinya 
kekuatan pembuktian akta Notaris dan bisa juga batalnya 
akta Notaris.10 
Inilah yang lazim disebut dengan akta otentik yang 
mempunyai cacat yuridis. Yaitu, suatu ketidaksempuraan 
                                                        
8 Boediarto, 190. 
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 
2009), 114. 
10 Idris Aly Fahmi, “Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan 
Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris,” Arena Hukum 6, no. 2 (t.t.): 220. 
Tanggung Jawab Notaris yang Aktanya Dibatalkan  
 
 
Al-Qānūn, Vol. 21, No. 1, Juni 2018 
192 
atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, 
perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Atau, akta 
tersebut tidak memenuhi syarat-syarat otentisitas, 
keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris.11 
Dikarenakan akta notaris tersebut tidak sesuai dengan 
hokum, maka tidak mengikat secara hukum. 
Salah satu contoh kasus dari akta otentik yang dibuat 
oleh Notaris yang di dalamnya mengandung cacat adalah 
yang terdapat dalam Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 
tertanggal 23 Juli 2013, yang menolak kasasi dari para 
pemohon.12 Berangkat dari uraian di atas, maka penulis 
merasa perlu melakukan pembahasan berkenaan putusan 
kasus tersebut, terutama berkaitan dengan tindak lanjut dari 
putusan tersebut berupa tanggung jawab Notaris sebagai 
pihak yang menerbitkan “akta notaris”. 
 
Konsep Pertanggungjawaban dalam Hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala 
sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, 
tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang 
untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.13 
Menurut hokum, tanggung jawab adalah suatu akibat 
atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya 
yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan 
suatu perbuatan.14 Setiap tindakan hukum mempunyai 
pertanggungjawaban, sejalan dengan ungkapan tidak ada 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban, atau tanpa 
kewenangan tidak ada pertanggungjawaban. Sedangkan 
                                                        
11 Fahmi, 221. 
12 Mahkamah Agung RI, “Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013,” 23 Juli 2013, 22. 
13 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 30. 
14 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), 20. 
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menurut Munir Fuady,15 munculnya teori tanggung jawab 
dikarenakan untuk menentukan siapa yang harus menerima 
gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya 
perbuatan melawan hukum. 
Dalam ranah hukum administrasi negara, terdapat dua 
teori pertanggungjawaban pejabat, yaitu: 
1. Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan 
bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan 
kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah 
menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung 
jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi. 
2. teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan 
bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada 
instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori 
ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam 
penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan 
pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan 
kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat 
dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada 
tanggung jawab yang harus ditanggung.16 
Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban 
dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. 
Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas 
dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 
pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability 
without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko 
atau tanggung jawab mutlak (strick liabiliy).17  
Selanjutnya, secara  umum prinsip-prinsip tanggung 
jawab dalam hukum perdata dapat dibedakan sebagai 
berikut:  
                                                        
15 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 
10. 
16 Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006), 365. 
17 Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien 
(Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), 48. 
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1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur 
Kesalahan18 
Yaitu seseorang baru dapat dimintai 
pertanggungjawabannya secara hokum jika ada unsur 
kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan 
adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, yang 
berarti tidak hanya bertentangan dengan undang-
undang, namun juga bertentangan dengan kepatutan 
dan kesusilaan dalam masyarakat.19 
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 
Yaitu seseorang selalu dianggap bertanggung jawab 
(presumption of liablity principle), sampai ia dapat 
membuktikan ia tidak bersalah dan pembuktian ada 
pada si tergugat.20 
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung 
Jawab21 
Yaitu seseorang tidak selalu harus bertanggungjawab 
terhadap kerugian yang diderita pihak lain, karena 
terdapat kemungkinan bahwa pihak lain tersebut yang 
melakukan kesalahan.22 
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict liability) 
Yaitu suatu tindakan dapat dihukum atas dasar 
perilaku berbahaya yang merugikan (harmful conduct) 
tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan 
(intention) atau kelalaian (negligence).23 
5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan 
                                                        
18 Nafi’ Mubarok, Buku Diktat Hukum Dagang (Surabaya: Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Sunan Ampel, 2016), 104. 
19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2008), 93. 
20 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000), 
61. 
21 Mubarok, Buku Diktat Hukum Dagang, 105. 
22 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 198. 
23 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2014), 103. 
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Yaitu prinsip yang membatasi tanggung jawab 
terhadap kejadian yang mungkin terjadi, dengan 
berdasarkan pada Pasal 1493 KUHPerdata. 
Sedangkan konsep tanggung jawab dalam bidang hukum 
pidana, dikenal dengan “criminal liability”. Yaitu kewajiban 
hukum yang timbul dari kesalahan, kelalaian terhadap 
pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Ini semisal 
adanya pelanggaran kontrak atau pelanggaran undang-
undang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk 
menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa 
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) 
yang terjadi atau tidak.24 Perrtanggungjawaban pidana 
adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang 
harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas 
perbuatan yang dilakukan. 25 Adanya criminal liability 
diadasarkan atas asusmsi bahwa tindak pidana (crime) 
dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm), yang 
kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban 
pidana atau criminal liability. 
 
Deskripsi Kasus 
Pemohon kasasi dalam Putusan MA No. 320 
K/Pdt/2013 tertanggal 23 Juli 2013 terdiri dari (1) Ny. 
Hanna Gouw, (2) George Gunawan, B.Sc., (3) Sri Linarti 
Sasmito, (4) Ani Andriani Sukmayantini, SH., yang dahulu 
adalah Tergugat I s/d Tergugat IV/ Pembanding I s/d 
Pembanding IV; serta termohon kasasi Linda Soetanto 
(Penggugagat/Terbanding).26 Sedangkan obyek gugatannya 
berupa Surat Wasiat No. 5, tertanggal 12 Mei 2010, yang 
dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV (), Notaris di Kota 
Bekasi.27 
                                                        
24 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 250. 
25 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1982), 75. 
26 Mahkamah Agung RI, “Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013,” 1. 
27 Mahkamah Agung RI, 2. 
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Sedangkan isi dari Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013 
tertanggal 23 Juli 2013, yang menolak kasasi dari para 
pemohon,28 sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi 
Bandung No. 232/PDT/2012/PT.Bdg. tanggal 24 Juli 2012.29 
Sedangkan putusan PT Bandung adalah menguatkan 
putusan PN Bandung No. 96/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 11 
Januari 2012,30 yang menyatakan bahwa akta wasiat No. 5 
tanggal 12 Mei 2010 yang dibuat oleh dan di hadapan 
Notaris Ani Andriani Sukmayantini, SH. adalah batal demi 
hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya.31 
Pertimbangan dari hakim MA adalah bawah 
berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 30 
Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, 
menerangkan bahwa pada pokoknya pelanggaran yang 
dilakukan Notaris terhadap ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf 
Undang-Undang tersebut mengakibatkan suatu akta hanya 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah 
tangan atau suatu akta menjadi batal demi hokum.32 
 
Tanggung Jawab Notaris terhadap Aktanya yang 
Dibatalkan karena Mengandung Cacat Yuridis 
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 
manusia. Hukum yang memadai tidak hanya memandang 
hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang 
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus 
pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk 
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.33 Peran hukum 
dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa untuk 
perubahan itu terjadi dengan cara teratur pada masyarakat 
                                                        
28 Mahkamah Agung RI, 22. 
29 Mahkamah Agung RI, 11. 
30 Mahkamah Agung RI, 12. 
31 Mahkamah Agung RI, 12; Mahkamah Agung RI, 12. 
32 Mahkamah Agung RI, “Putusan MA No. 320 K/Pdt/2013,” 21. 
33 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional 
(Bandung: Bina Cipta, 1976), 145. 
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yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu alat 
yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.34  
Berkaitan dengan pelayanan publik, salah satu tugas 
utama, hak dan kewajiban serta kewenangan termasuk 
kekuasaan suatu negara adalah memberikan pelayanan 
kepada masyarakat umum. Pelayanan kepada masyarakat 
umum dalam bidang hukum perdata, atas nama negara 
dilakukan oleh Pejabat Umum.35  
Pejabat umum adalah organ negara yang 
diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang 
menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk 
membuat alat bukti tertulis otentik dalam bidang hukum 
perdata. Notaris merupakan salah satu dari pejabat umum. 
Oleh karena itu, tanggungjawab notaris tidak dapat 
dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan 
jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum 
itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak 
untuk merefleksikannya dalam pelayanan kepada 
masyarakat. Dari sinilah muncul kewajiban yang harus 
dilakukan oleh notaris. 
Konsep kewajiban hukum adalah konsep 
tanggungjawab hukum. Ada dua istilah yang menunjuk pada 
pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu 
responsibility dan liability. Dalam pengertian dan 
penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada 
pertanggungjawaban hukum berupa konsekuensi hukum 
yaitu tanggungjawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh 
subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk 
pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.36  
Menurut Hans Kelsen, bahwa “Pertanggungjawaban 
dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep 
                                                        
34 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan 
Nasional (Bandung: Bina Cipta, 1982), 11. 
35 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum 
Perjanjian Berlandaskan Asas-ssas Wigati Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2015), 256. 
36 Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara, 335–37. 
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kewajiban hokum adalah konsep tanggungjawab hukum. 
Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas 
perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi 
dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan 
hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang 
tersebut bertanggungjawab. Dalam suatu kasus sanksi 
dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya 
sendiri yang membuat orang tersebut harus 
bertanggungjawab”.37 
Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung 
segala sesuatunya, tanggungjawab juga merupakan 
kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya 
yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 
Tanggungjawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai 
perwujudan kesadaran atau keinsafan atas segala akibat 
yang ditimbulkan atas apa yang telah diperbuatnya. 
Dalam konteks tanggung jawab Notaris, Habib Adjie 
menyatakan bahwa “Notaris sebagai pejabat publik produk 
akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan 
hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta 
tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha 
Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak 
menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau 
badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi 
keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang 
dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau 
oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris.38   
Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut 
prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on 
fault of liability), dalam pembuatan akta otentik, Notaris 
harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya 
terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh 
Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau 
                                                        
37 Hans Kelsen, Teori tentang Hukum, trans. oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali 
Safa’at (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 56. 
38 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai 
Pejabat Publik (Bandung: Refika Aditama, 2008), 163–64. 
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pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka 
sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai 
peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta 
pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat 
apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke 
dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para 
pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.39 
Logikanya adalah bahwa ketika penghadap datang ke 
notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan 
atau dituangkan ke dalam akta otentik sesuai dengan 
kewenangan notaris, dan kemudian notaris membuatkan 
akta atas permintaan atau keinginan para penghadap 
tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada 
notaris dan para penghadap telah terjadinya suatu 
hubungan hukum. Oleh karena itu, selain tugas utama 
notaris untuk mengkonstatir atau menuangkan keinginan, 
kehendak para pihak yang membutuhkan jasanya ke dalam 
akta otentik, notaris juga mempunyai kewajiban untuk 
menjamin keabsahan akta otentik tersebut. Notaris harus 
menjamin bahwa akta yang di buat tersebut telah sesuai 
menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga 
kepentingan pihakpihak yang bersangkutan terlindungi 
dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, 
maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum antara 
notaris dan penghadap yang merupakan awal dari tanggung 
gugat notaris.40  
Dengan kata lain, bahwa sebagai Pejabat umum 
(openbaar ambtenaar) Notaris berwenang membuat akta 
otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut 
Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas 
perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik. 
                                                        
39 Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara 
Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya,” Lex Renaissance 1, no. 2 (2 Januari 
2017): 153. 
40 Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat 
Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat 
Yuridis,” Perspektif Hukum 16, no. 2 (November 2016): 156. 
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Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi 
tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang 
berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan 
kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung 
jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat 
akta oetentik.41 
Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum 
meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang 
berhubungan dengan akta, diantaranya: 
1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang 
dibuatnya. 
Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab 
terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi 
perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum 
disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian 
melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada 
pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak 
melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, 
sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari 
perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya 
perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan 
adanya kerugian yang ditimbulkan.42 
Untuk memberikan landasan kepada hubungan 
hukum seperti di atas, perlu ditentukan tanggung gugat 
notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi 
atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) 
atau mewakili orang lain tanpa kuasa (zaakwaarneming) 
atau pemberian kuasa (lastgeving), perjanjian untuk 
melakukan pekerjaan tertentu atau pun persetujuan 
perburuhan. Tanggung gugat timbul apabila notaris 
telah melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya 
dilakukan, atau dalam hal notaris telah wanprestasi 
terhadap penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 
                                                        
41 Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata 
Terhadap Akta yang Dibuatnya,” 151. 
42 Afifah, 152. 
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1243 Burgerlijk Wetboek (BW) atau telah melakukan 
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW. Istilah 
wanprestasi hanya dapat diterapkan pada suatu 
perjanjian. Berdasarkan Pasal 1340 BW, perjanjian 
hanya berlaku atau mengikat kepada pihak-pihak yang 
membuatnya, sedangkan pihak ketiga hanya terikat jika 
memang dalam perjanjian tersebut dimuat janji untuk 
kepentingan pihak ketiga (vide Pasal 1317 BW). 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 
Perubahan), maupun ketentuan Pasal 84 dan 85 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang mengatur 
ketentuan sanksi tidak mengatur mekanisme 
penjatuhan sanksi kepada notaris, yang dapat berupa 
penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Demikian pula 
mekanisme pembuktian yang harus dilakukan untuk 
membatalkan suatu akta notaris atau menyatakan akta 
yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan.43 
Setelah dapat ditentukan hubungan antara notaris 
dengan penghadap, maka dapat diketahui batas 
tanggung gugat notaris yaitu tanggung gugat yang 
timbul karena wanprestasi dan tanggung gugat yang 
timbul karena perbuatan melanggar hukum 
(onrechtmatige daad). Ruang lingkup atau dasar 
tuntutan penting untuk dipahami. Hal ini berkaitan 
dengan apa yang dapat diminta oleh hakim untuk 
diputuskan (petitum). Dalam mengajukan gugatan ganti 
kerugian kepada notaris ataupun pihak lain, harus 
diperhatikan bahwa keduanya tidak dapat dilakukan 
bersamaan atau harus dipilih diantara keduanya. 
                                                        
43 Anand dan Hernoko, “Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak 
Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis,” 157. 
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Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat 
minta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. 
Petitum itu akan mendapatkan jawabannya di dalam 
diktum atau amar putusan hakim. Oleh karena itu 
penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan 
tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie).44 
Pertanggungjawaban Notaris secara perdata 
terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan 
bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan 
masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang 
dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun 
memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya 
menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum 
perikatan khususnya perikatan yang lahir karena 
perjanjian, bahwa undang-undang hanya mungkin dan 
boleh diubah atau diganti atau dinyatakan tidak berlaku, 
hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya 
kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam 
suatu akta otentik mengikat kedua belah pihak 
sebagaimana mengikatnya undang-undang.45 
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang 
dibuatnya. 
Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya 
sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta, 
bukan dalam konteks individu sebagai warga negara 
pada umumnya.46 
Sebagai contoh dari tanggung jawab pidana adalah 
adanya Pasal 44 ayat (1) UUJN, yang menyatakan 
bahwa: (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut 
ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notari, 
kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat 
membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan 
                                                        
44 Anand dan Hernoko, 173. 
45 Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata 
Terhadap Akta yang Dibuatnya,” 154. 
46 Afifah, 150. 
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alasannya.” Sebagai tindak lanjutnya, adalah Pasal 44 
ayat (5) UUJN, yang menyatakan bahwa: (5) 
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan 
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat 
menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian 
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 
bunga kepada Notaris.” 
3. Tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta 
yang dibuatnya. 
Sanksi administrasi bedasarkan Undang-Undang No. 
2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi 
administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris 
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014, yaitu: 
a. Peringatan lisan; 
b. Peringatan tertulis; 
c. Pemberhentian sementara; 
d. Pemberhentian dengan hormat; dan  
e. Pemberhentian dengan tidak hormat.   
Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris 
dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah 
sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti 
untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah 
terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan 
pembuktian.47 
Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa 
tanggungjawab notaris selaku pejabat umum terdiri dari:48  
1. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap 
kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya 
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap 
kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. 
                                                        
47 Afifah, 151. 
48 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 
Etika (Yogyakarta: UII Press, 2010), 34. 
Tanggung Jawab Notaris yang Aktanya Dibatalkan  
 
 
Al-Qānūn, Vol. 21, No. 1, Juni 2018 
204 
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan 
notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang 
dibuatnya. 
4. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas 
jabatannya berdasarkan kode etik notaris.  
 
Penutup 
Notaris merupakan Pejabat umum (openbaar 
ambtenaar), dengan demikian Notaris berwenang membuat 
akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut 
Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas 
perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta oetentik. 
Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi 
tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang 
berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan 
kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung 
jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat 
akta oetentik. 
Bentuk tanggungjawab notaris selaku pejabat umum 
adalah sebagai berikut:  
1. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap 
kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya 
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap 
kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. 
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan 
notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang 
dibuatnya. 
4. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas 
jabatannya berdasarkan kode etik notaris.  
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